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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pidana 

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara 

yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang 

secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses 

peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan 

proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, 

kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan 

penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan (Waluyo, 2004: 21). 

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, 

karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur sistem 

hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi 

sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma 

yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas 

pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap 

perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya 

tidak menyenangkan” (Waluyo, 2004: 21). 

Menurut Moeljatno (2008: 1) mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian 

dari keseluruhanhukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar 

dan aturan-aturan untuk: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atausanksi yang berupapidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut.  

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan.  

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut 

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid 

Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu 

(Prasetyo, 2010: 7): 

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung 

larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.  

2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur 

hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang 

dilarang.  
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Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana sebagai berikut:  

1. Pidana Pokok  

a. Pidana Mati  

Pidana mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam kitab 

undang-undang hukum pidana Indonesia sejak 1 januari 1918, pasal 10 

KUHP menyebut sebagai pidana mati sebuah pidana pokok yang pada 

tahun 1870 di hapus di Negara Belanda (Hamzah, 1982: 11-12), 

sedangkan pidana mati itu sendiri berartian sebuah hukuman pidana atas 

tindak pidana  yang berat yang mengharuskan seorang terpidana 

mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan 

lain sebagainya yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis 

dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.  

b. Pidana Penjara  

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah dalam Tolib Setiady (2010: 

92) menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang 

berupa kehilangan kemerdekaan”.
 
Pidana penjara atau pidana kehilangan 

kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga 

berupa pengasingan.  

Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, 

dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk 

sementara waktu.Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang 

juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara 

dua puluh tahun (Setiady, 2010: 92). 

c. Pidana Kurungan  

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, 

keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana 

kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana 

dengan mengurung orang tesebut di dalam sebuah lembaga 

kemasyaraktan.  

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan 

pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat 

ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP 

yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman 

pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 

satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa: 

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan 

karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat 
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ditambah menjadi satu tahun empat bulan.Pidana kurungan sekali-kali 

tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.  

d. Pidana Denda 

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari 

pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah 

kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh 

Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia 

telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.  

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran 

atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-

undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi 

pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja 

(Setiady, 2010: 104). 

2. Pidana Tambahan 

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang 

dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam 

perampasan barang-barang tertentu.Pidana tambahan ini bersifat fakultatif 

artinya dapat dijatuh kan tetapi tidaklah harus.  

a. Pencabutan hak-hak tertentu  

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah 

untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana 

penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh 

hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

maupun berdasarkan ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam 

peraturan-peraturan lainnya  

Perampasan barang-barang tertentu  

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang 

tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang 

dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana,  

b. Pengumumam Keputusan Hakim  

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di 

muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di 

dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya 

hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua 

proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. 
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Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di 

dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang 

berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi 

diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.  

 

2.1.1 Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, 

dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan 

resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para 

ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya 

sampai kini belum ada keseragaman pendapat (Chazawi, 2014: 67). 

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni straf, baar dan feit. Straf 

diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan 

dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, 

peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Chazawi, 2014: 69). 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan 

beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan bukan larangan mana 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan 

sebagai berikut (Moeljatno, 2008: 54): 

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu 

kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya 

larangan itu ditunjukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman 

pidananya itu ditujukan pada orangnya.  

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana 

(yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, 

perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang 

tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi 

ada hubungan erat pula. 

3.  Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat 

digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang 

menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya kajian 

tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau 

menimbulkan kejadian itu.  

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, 

Moeljatno (2008: 59) juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan 
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istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan 

sebagai berikut: 

1. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal 

yang kongkret (padahal strafbaar feit sebenarnya abstrak) yang menunjuk 

pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam 

hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang 

dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.  

2. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan “Tindak” tidak 

merujuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan 

peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkret, seperti kelakuan, 

gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, 

tindakan dan bertindak. 

 

2.1.2 Pemidanaan 

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya 

yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang 

yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai 

hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman 

itu sendiri (Waluyo, 2004: 25). 

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” pada umumnya diartikan 

sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 

penghukuman.Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana 

formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai : Hukum 

pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan 

umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang 

diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara 

bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang 

harus diperhatikan pada kesempatan itu (Marpaung, 2006: 2). 

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan 

masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri 

yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. 

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang 

tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif 

(deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori 

perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan 
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mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam 

penjatuhan pidana (Priyanto, 2009: 22). 

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum 

terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau 

penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu (Arief, 

2010: 12): 

1. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan) 

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada 

kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar 

hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (vergelden) 

terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan 

itu menimbulkan penderitaan bagi si korban. 

Teori ini memberikan statement, bahwa penjatuhan pidana semata-mata 

karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. 

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang 

menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada 

adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi 

untuk menghilangkan kejahatan tersebut (Friedman, 1990: 15). 

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki 

agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan 

suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai 

pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah setiap pengecualian 

dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain 

pembalasan harus dikesampingkan (Friedman, 1990: 15). 

Tokoh lain yang menganut teori absolute ini adalah Hegel, ia berpendapat 

bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari 

adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban 

hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, 

maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel 

mengatakan, bahwa tidak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan 

pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya 

perbuatan yang dilakukan (Tanya, Yoan N., & Hage, 2013: 187). 

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 

yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 

mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara 

mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk 

memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus 
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berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah, 

maka teori ini disebut teori absolut (Tanya et al., 2013: 187). 

2. Relatif atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan) 

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan 

adalah bukan Velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi 

aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan 

itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (nut van de 

straf). 

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan 

pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai 

nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. 

Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana 

adalah sebaga berikut (Tanya et al., 2013: 210): 

a. Teori menakutkan, yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk 

menakut- nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana 

bahwa terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat 

(preventif umum). 

b. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan 

mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang 

baik dalam masyarakat (preventif khusus). 

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah 

pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi 

perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana 

pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian 

masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh 

karena itu, pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal 

untuk tujuan kemasyarakatan. 

Selanjutnya Van Hamel dalam Barda Nawawi Arief  (1996: 25) yang 

mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai 

berikut: 

1) Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan 

supaya pelaku tidak melakukan niat buruk. 

2) Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi 

terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessering. 

3) Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi 

penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi. 

4) Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan 

tata tertib hukum. 
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c. Vereningingis theorieen (teori gabungan) 

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat 

memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. 

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah 

terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, 

akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan 

itu adalah tujuan daripada hukum. 

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino 

Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif 

antara teori absolute dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha 

menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang 

pemidanaan dari berbagai sudut pandang, yaitu (Tanya et al., 2013: 

76): 

1) Dalam rangka menentukan benar dan/atau tidaknya asas 

pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas 

dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau 

tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan 

masyarakat dan asas kebenaran. 

2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk 

menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu 

kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. 

3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan, yakni 

mempertahankan tata tertib hukum. 

Lebih lanjut Rossi berpendapat, bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan 

berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute 

(keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan 

yang dikehendaki oleh masyarakat) (Tanya et al., 2013: 76). 

Selanjutnya Grotius mengembangkan teori gabungan yang 

menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam 

pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap 

pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya 

perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana 

beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh 

terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi 

masyarakat (Hamzah, 2008: 28). 
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2.1.3 Narapidana 

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari 

narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah 

melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah 

menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian 

(Dahlan, 2003: 53). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang 

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.  

Narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim 

dan harus menjalani hukuman. Wilson dalam Asmarawati (2015: 30) 

mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari 

masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah 

manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum 

yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. 

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan mengenai pengertian Narapidana 

adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu 

dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan 

putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. 

Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur hak-hak narapidana adalah 

sebagai berikut: 

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; 

3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta 

kesempatan mengembangkan potensi; 

4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan 

kebutuhan gizi; 

5. mendapatkan layanan informasi;  

6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; 

7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 

8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran 

9. media massa yang tidak dilarang; 

10. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan 

penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang 

membahayakan fisik dan mental; 

11. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;  
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12. mendapatkan pelayanan sosial;  

13. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, 

dan masyarakat; 

14. remisi; 

15. asimilasi; 

16. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; 

17. cuti bersyarat; 

18. cuti menjelang bebas; 

19. pembebasan bersyarat; dan 

20. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 

Tentang Pemasyarakatan mengatur kewajiban narapidana adalah sebagai 

berikut: 

1. menataati peraturan tata tertib; 

2. mengikti secara tertib program Pembinaan; 

3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; 

4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya; dan 

5. wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki 

nilai guna. 

Menurut Darwan Prinst (1997: 72) remisi adalah potongan atau 

pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik 

selama menjalani masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik 

selama menjalani masa hukuman di lembaga Lembaga Pemasyarakatan untuk 

jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan 

ulang tahun Kemerdekaan RI setiap tahunnya.  

Pemberian remisi itu didasarkan pada keadaan narapidana dan atas 

pertimbangan serta penilaian kepala lembaga pemasyarakatan yang akhirnya 

ditetapkan Kakanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan. 

 

2.2 Korupsi 

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, 

dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain 

mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, 

sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi 

dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk 

memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan 

juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial 
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dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, 

Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno (Nasir, 2006: 277). 

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi 

itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang 

Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul 

“Arthashastra” yang membahas masalah korupsi di masa itu (Huda, 2006: 1). 

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja corrumpere berarti 

busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency 

International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun 

pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau 

memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan 

publik yang dipercayakan kepada mereka (Hartanti, 2007: 8).  

Dalam Black’s Law Dictionary, sebagaimana dikutip oleh Amin Sunaryadi 

sebagai berikut (Mas, 2014: 6): 

An act done an intent to give some advantage inconsistent with official duty and 

the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and 

wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for 

another person, contrary to duty and the rights of others.  (suatu perbuatan yang 

dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai 

dengan kewajiban resmi dengan hak-hak dari pihak lain. Perbuatan dari seorang 

pejabat atau kepercayan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan 

jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya 

sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-

pihak lain).  

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau 

perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang 

lain (Sudarsono, 2009: 231). Menurut Lubis dan Scott dalam Jawade Hafidz Arsyad 

(2017: 168), korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri 

sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung 

melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Tindak Pidana Korupsi 

merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan 

merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara 

(Listianingsih, 2016: 5). 

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme 

yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat 

ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda 

pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari 

program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency 

International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan 

menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi 

(Nurdjana, 2009: 14). 

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu 

(Nurdjana, 2009: 14): 

1. Menyalahgunakan kekuasaan; 

2. Kekuasaan yang dipercayakan(yaitu baik di sektor publik maupun di sektor 

swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi; 

3. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang 

menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-

temannya). 

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W. (2001: 141), 

terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu: 

1. Korupsi Transaktif (Transactive Corruption), menunjuk adanya kesepakatan 

timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada 

kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang 

biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah. 

2. Korupsi perkrabatan (nepotistic corruption), yang menyangkut penyalahgunaan 

kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak 

saudara dan kroni-kroninya. 

3. Korupsi yang memeras (exfortive corruption), adalah korupsi yang dipaksakan 

kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (presure) 

terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya. 

4. Korupsi investif (investife corruption), adalah memberikan suatu jasa atau 

barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan. 

5. Korupsi depensif (defensive corruption), adalah pihak yang akan dirugikan 

terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan 

menjadi korban perbuatan korupsi. 

6. Korupsi otogenik (outogenic corruption), yaitu korupsi yang dilakukan seorang 

diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat. 

7. Korupsi suportif (supportive corruption), adalah korupsi dukungan (support) 

dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat. 

Menurut Andi Hamzah (2005: 13), beberapa penyebab korupsi yaitu: 

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan 

kebutuhan yang makin hari makin meningkat. 

2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau 

sebab meluasnya korupsi. 
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3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. 

4. Modernisasi. 

Manurut Aziz Syamsudin (2011: 15), penyebab seseorang melakukan tindak 

pidana korupsi adalah: 

1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. 

2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. 

3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance). 

4. Faktor ekonomi. 

5. Menajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan 

efisien. 

6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang 

berkembang di masyarakat. 

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana 

dikutip oleh Chatrina dan Dessy (2016: 16), ia membedakan korupsi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan 

politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan 

pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan 

sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai- nilai perbedaan 

(different values), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar 

belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut: 

a. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. 

b. Keinginan untuk dituakan (dihormati). 

c. Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang. 

2. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, 

penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut 

nilai-nilai kesejahteraan (welfare values). Korupsi material di antaranya sebagai 

berikut: 

a. Memperoleh kenyamanan hidup. 

b. Memperoleh kekayaan materi. 

c. Mendapat kemudahan dalam segala aspek. 

Menurut Perspektif Hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan 

dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. 

Berdasarkan Pasal-pasal tersebut. Korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh 

bentuk/jenis tindak PidanaKorupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara 

terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan Pidana Penjara karena korupsi.  

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya dapat 

dikelompokkan sebagai berikut :  
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1. Kerugian Keuangan Negara :  

a. Pasal 2  

b. Pasal 3  

2. Suap Menyuap :  

a. Pasal 5 ayat (1)  

b. Pasal 5 ayat (1)  

c. Pasal 13  

d. Pasal 5 ayat (2)  

e. Pasal 12 huruf a  

f. Pasal 12 huruf b  

g. Pasal 11  

h. Pasal 6 ayat (1) huruf a  

i. Pasal 6 ayat (1) huruf b  

j. Pasal 6 ayat (2)  

k. Pasal 12 huruf c  

l. Pasal 12 huruf d  

3. Penggelapan dalam jabatan :  

a. Pasal 8  

b. Pasal 9  

c. Pasal 10 huruf a  

d. Pasal 10 huruf b  

e. Pasal 10 huruf c  

4. Pemerasan :  

a. Pasal 12 huruf e  

b. Pasal 12 huruf g  

c. Pasal 12 huruf h  

5. Perbuatan Curang  

a. Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai d 

b. Pasal 7 ayat (2)  

c. Pasal 7 huruf h  

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:Pasal 12 huruf i  

7.  Gratifikasi :Pasal 12 B jo Pasal 12 C.  

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya 

di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya, 

korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-

instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, 

keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain 

menyangkut prosedur sederhana (Kaligis, 2006: 40). 
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Menurut Andi Hamzah (2005: 10), beberapa penyebab korupsi yaitu: 

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan 

kebutuhan yang makin hari makin meningkat. 

2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau 

sebab meluasnya korupsi. 

3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. 

4. Modernisasi. 

Aspek lain mengenai penyebab korupsi untuk memperoleh keuntungan pribadi 

atau golongan dalam kaitannya dengan tingkat korupsi dan modernisasi, dapat kiranya 

merujuk pada beberapa ungkapan dari Samuel P. Huntington dalam IGM Nurdjana 

(2009: 32) sebagai berikut: 

1. Bahwa modernisasi mengembangbiakan korupsi merupakan pernyataan yang 

kenyataannya terdapat beberapa pengecualian, seperti Korea Selatan, Taiwan, 

atau Singapura. 

2. Dalam masyarakat tradisional dengan berbagai macam sistem nilai-nilai atau 

kebudayaan yang saling bersaing akan tumbuh subur korupsi, yang dalam 

kenyataan menunjukkan di masyarakat yang homogen pun dapat tumbuh subur, 

misalnya negara-negara Amerika Latin atau India. 

3. Korupsi pada dasarnya menyangkut hal yang menukar kekayaan ekonomi 

dengan suatu tindakan politik. Hal ini hanya mungkin terjadi di lapisan atas, 

sedangkan di lapisan bawah dengan korupsi endemi ungkapan itu tidak berlaku. 

4. Adanya perusahaan-perusahaan asing cenderung menyuburkan korupsi, 

mungkin kurang tepat gejala korupsi yang berlaku menyangkut pengelolaan 

keuangan negara dengan tingkat kebocoran yang cukup tinggi. 

5. Pola korupsi di tingkat atas tidak akan mengganggu stabilitas politik asalkan 

jalan-jalan untuk mobilitas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka 

merupakan ungkapan yang memerlukan pengkajian dengan prinsip keteladanan 

atasan kepada bawahan sehingga pernyataan bahwa pejabat-pejabat tinggi lebih 

culas daripada pegawai-pegawai rendah, menteri- menteri adalah yang paling 

culas, dan bahwa di antara pemimpin-pemimpin nasional, presiden adalah yang 

paling banyak korupsi, tidak berlaku di Indonesia. 

Manurut Aziz Syamsudin (2011: 15), penyebab seseorang melakukan tindak 

pidana korupsi adalah: 

1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. 

2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. 

3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance). 

4. Faktor ekonomi. 
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5. Menajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan 

efisien. 

6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang 

berkembang di masyarakat. 

 

2.3 Penegakan Hukum 

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 

“tegak” yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; 

e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka 

diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang 

baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan 

hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol 

masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut (Sunarso, 

2014: 88): 

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept), konsep ini 

menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan 

tanpa terkecuali. 

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept), 

konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara 

dan demi melindungi kepentingan individual. 

3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept), konsep ini 

muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena 

keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas sumber daya 

manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.  

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut law enforcement. Sementara 

dalam bahasa Belanda rechtshandhaving. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu 

dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang 

dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. 

Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, ialah upaya mengawasi dan 

menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga 

tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.Fungsi dari hukum 

untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam 

penegakan hukum, yakni (Andi Hamzah, 2008: 48): 

1. Kepastian hukum (Rechtssicherheit) 

2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) 

3. Keadilan (Gerechtigkeit) 

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi 

dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum 
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juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto 

mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya 

aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh 

dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses 

terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan 

hidup (Soekanto, 2016: 5). 

Penegakan hukum merupakan konsep dari norma- norma hukum untuk 

mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan 

dalam penegakan hukum, sebagai berikut (Rahardjo, 2009: 12): 

1. Diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial  yang dapat 

merugikan dan membahayakan masyarakat.  

2. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah 

tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna 

dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari 

seseorang yang memiliki sifat berbahaya.  

3. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-

wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap 

penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari 

masyarakat pada umumnya.  

4.  Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. 

Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau 

keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari 

adanya kejahatan.  

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum 

ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati 

undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri.  

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara 

preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-

badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada 

pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan 

dan lembaga Kemasyarakatan (Prasetyo & Barkatullah, 2005: 111-112). 

Penegakan Hukum (law enforcement) menurut Satjipto Raharjo menyampaikan 

pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan 

hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat (Rahardjo, 1991: 175). Penegakan 

hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno (2008: 

42) pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi 
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suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen, 

to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi (derogieren, to 

derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara 

berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan 

perundang-undangan tidak dapat dicegah. 

Andi Hamzah (2008: 48-49) mengemukakan penegakan hukum disebut dalam 

bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving merupaka 

pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen 

administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan 

peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law 

enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang 

berarti preventif. 

Koesnadi Hardjasoemantri (2006: 376) mengemukakan: 

“Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai 

jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan 

sanksi pidana”. 

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan 

hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu 

usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminil yang 

merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu 

terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) 

dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa 

(Arief, 2005: 22): 

1. Non Penal 

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan 

sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya 

yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih 

diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah 

agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada 

umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian. 

2. Penal 

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat 

pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif 

oleh aparat penega hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum 

represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang 
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secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada 

dalam kerangka penegakan hukum 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 

Soekanto (2007: 8) adalah: 

1. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan 

antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan 

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, 

suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum 

merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan 

itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan 

hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace 

maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses 

penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk 

mencapai kedamaian. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan 

peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, 

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan 

hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang 

praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di 

dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, 

dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada 

jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu 

dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh 

polisi begitu luas dan banyak. 

4. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah 

taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau 

kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
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5. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan 

soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi 

yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia 

dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan 

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan 

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 

 

2.4 Lembaga Permasyarakatan 

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana), 

dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang 

telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi 

hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu 

kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai 

habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan 

sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa 

penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terhukum 

betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan 

perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara (Gunakaya, 1988: 41). 

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik 

kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam 

sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terhukum (narapidana) dan terhadap anak 

didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal 

perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan 

mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, 

disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang 

dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam 

dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi 

manusia sama sekali tidak di indahkan (Gunakaya, 1988: 43). 

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi 

dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari 

penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem 

yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia (Gunakaya, 1988: 55). 

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi 

narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang 

disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan 

pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu (Gunakaya, 1988: 55): 
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1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai 

warga masyarakat yang baik; 

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan; 

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat; 

4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada 

dijatuhi pidana; 

5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak 

didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat; 

6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar 

mengisi waktu; 

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik 

adalah berdasarkan Pancasila; 

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar 

bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, 

keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar; 

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi 

kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu; 

10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan 

sara yang diperlukan. 

Pengaturan mengenai Lembaga Pemasyarakatan tertuang dalam Pasal 1 butir,1, 

2 dan 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bernbunyi: 

Butir 1 

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan 

penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. 

Butir 2 

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode 

pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. 

Butir 18 

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau 

tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 

berbunyi: 

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: 

1. pengayoman; 

2. nondiskriminasi; 

3. kemanusiaan; 

4. gotong royong; 

5. kemandirian; 
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6. proporsionalitas; 

7. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan 

8. profesionalitas. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 

berbunyi: 

Fungsi Pemasyarakatan meliputi: 

1. Pelayanan; 

2. Pembinaan; 

3. Pembimbingan Kemasyarakatan;  

4. Perawatan; 

5. Pengamanan; dan 

6. Pengamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


